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ABSTRAK

Pada era globalisasi yang melanda Indonesia saat ini, menyebabkan
problem kesejahteraan sosial semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan
menjamurnya para gelandangan dan pengemis di kota besar, seperti di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2014 Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,
hal itu untuk memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis
tersebut. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai kebijakan yang lebih operasional
yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya untuk melakukan perlindungan,
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Pemerintah DIY memiliki tanggung jawab
dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis yang berada DIY. Dalam
menangani hal tersebut yang memiliki wewenang yaitu Dinas Sosial DIY. Para
gelandangan dan pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial didalam panti
penampungan. Dalam panti tersebut para gelandangan dan pengemis akan
diberikan jaminan sosial. Masalah gelandangan dan pengemis bukan hanya
persoalan penanggulangan secara kuantitas tetapi terkait dengan pemenuhan hak
jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh
pemerintah DIY sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak
keperdataan setiap warga negara oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Bagaimana bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan
pengemis di DIY berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2014? Kemudian apakah
faktor penghambat dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan
pengemis di DIY? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini
menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research)
dan kemudian mensinergikan dengan hasil penelitian di lapangan (field research)
yakni di Dinas Sosial DIY. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara
kualitatif. Kerangka teoritik yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori
HAM, teori kesejahteraan, teori perlindungan hukum, teori perlindungan sosial
dan maqasid syari’ah sebagai bahan penyusun dalam menganalisa permasalahan
dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Dinas Sosial DIY telah
memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis
yang terjaring razia di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), pembinaan dan
pelatihan tersebut diberikan dengan tujuan agar para gelandangan dan pengemis
dapat membuka usaha, memiliki pekerjaan yang layak, dan menjadi mandiri agar
mereka berhenti menjadi gelandangan dan pengemis. Program jaminan sosial
yang diberikan kepada mereka di dalam RPS diantaranya, seperti: jaminan
kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan. Program-program yang
digiatkan oleh Dinas Sosial DIY dalam menangani gelandangan dan pengemis
sejauh ini berefek pada penurunan jumlah gelandangan dan pengemis, hal ini
menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam mengurangi gelandangan dan
pengemis serta para pengemis dan gelandangan mendapatkan hak mereka sebagai
warga negara yang dijamin dalam Perundang-Undangan.
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MOTTO

“It is better to feel how difficult the education is now,

rather than feel the bitterness of stupidity later”

“Inna ma’al ‘usriyusran”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan
menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Disamping itu berbagai upaya juga
dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi
faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena
yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat
menghambat perwujudan kesejahteraan sosial. Masalah sosial ditafsirkan sebagai
kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat. Hal itu disebabkan
karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau
tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Menurut
Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan,
dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi

tersebut.’

Pada era globalisasi yang melanda Indonesia saat ini, menyebabkan
problem kesejahteraan sosial semakin meningkat. Menurut Soerjono Soekanto

definisi problem kesejahteraan sosial atau masalah sosial adalah ketidaksesuaian

! Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 7.



antara unsur-unsur budaya atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan
kelompok sosial.? Selanjutnya M. Suud dalam bukunya “3 orientasi kesejahteraan
sosial” mengelompokkan kesejahteraan sosial menjadi tiga kelompok yakni
kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan

atau pelayanan, serta kesejahteraan sosial sebagai ilmu.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini perubahan penduduk usia kerja di
Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat tingginya pertumbuhan
penduduk. Sebaliknya, pertambahan kesempatan kerja tidak sepesat pertambahan
angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat
pekerjaan meningkat dengan pesat.* Kota-kota besar selalu dipenuhi oleh
masalah, salah satunya adalah kependudukan. Mulai dari kepadatan penduduk,
lapangan pekerjaan, serta lahan pemukiman. Berbagai kebijakan pemerintah
daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun
efektifitas masing-masing kebijakan masih dirasa kurang. Akibat dari persoalan
tersebut salah satunya munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan
pengemis merupakan salah satu pihak yang kerap dikenai efek peraturan daerah
mengenai penataan kota yang cenderung membawa dampak yang tidak baik bagi
mereka secara pribadi. Adapun mekanisme dari kebijakan pemerintah daerah yang
mungkin cukup baik adalah dibangunnya Panti Sosial penampung para

gelandangan dan pengemis. Namun sekali lagi, efektifitasnya dirasa kurang

2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), him.
362.

M. Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), him. 4.

*Aswab Mahasin, Gelandangan “Pandangan Ilmuwan Sosial”, (Jakarta: LP3ES, 1986),
him. 68



karena Panti Sosial ini sebenarnya belum menyentuh permasalahan yang
sebenarnya dari para gelandangan dan pengemis, yakni keengganan untuk
kembali ke kampung halaman. Sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan

sosial ini adalah para gelandangan dan pengemis yang keluar masuk Panti Sosial.

Gelandangan dan pengemis tampaknya menjadi rona tersendiri dan tidak
pernah pupus mencoreng wajah perkotaan tidak terkecuali di DI'Y. Sampai saat ini
gelandangan dan pengemis belum banyak tersentuh program-program yang
bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tetapi jika mengacu pada Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan™.® Pasal ini
memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki
kondisi para peyandang masalah kesejahteraan sosial dan harus mengusahakan
supaya setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak dalam
hal ini terpenuhinya kebutuhan primer. Justin M. Sihoming menyatakan bahwa
“munculnya gelandangan dan pengemis secara struktural dipengaruhi oleh sistem
ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok
masyarakat dari sistem kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan dan pengemis
membentuk sendiri sistem kehidupan baru yang kelihatannya berbeda dari sistem

kehidupan ekonomi kapitalis. Munculnya kaum gelandangan dan pengemis ini

® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).



diakibatkan oleh pesatnya perkembangan kota yang terjadi secara pararel dengan

tingginya laju urbanisasi.®

Banyaknya gelandangan dan pengemis memang akan membuat wajah kota
menjadi terlihat kumuh dan tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan
oleh kehidupan gelandangan yang tidak sama dengan kehidupan masyarakat pada
umumnya. Seperti yang disebutkan dalam pengertian gelandangan, yaitu orang
yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.’
Untuk mendapatkan apa yang diinginkan (uang dan atau barang), gelandangan
dan pengemis tentunya memilih untuk berada di titik-titik yang sering dipenuhi
oleh manusia. Bisa saja di pasar atau pusat perbelanjaan lainnya, lokasi wisata,
tempat kuliner, tempat ibadah, terminal dan stasiun, rumah sakit, sekolah serta

perguruan tinggi, dan tempat keramaian lainnya.

Salah satu contohnya adalah kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta®
kawasan yang ramai pengunjung setelah terjadinya perubahan dan penataan kota
yang menjadikan wisatawan lokal maupun asing sering menyempatkan diri untuk
menikmati ramainya Yogyakarta di Titik Nol Kilometer dan di sekitar Titik Nol
Kilometer yaitu Malioboro, Alun-Alun Utara, Taman Pintar, Pasar Beringharjo,
serta daerah-daerah yang berdekatan dengan Titik Nol Kilometer. Daerah ini tidak
hanya dikunjungi wisatawan melainkan juga dijadikan lokasi yang tepat bagi

gelandangan dan pengemis untuk melangsungkan hidupnya dengan menempati

® Justin M. Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal, (Yogyakarta: Narasi,
2005), him. 79.

"Y. Argo Twikromo, Gelandangan Yogyakarta, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999),
him. 64

® Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, DIY.



trotoar-trotoar di sekitar Titik Nol Kilometer dan juga sebagai lokasi untuk

mendapatkan uang dengan cara mengemis salah satunya.

Menurut data dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, jumlah gelandangan
dan pengemis di Kota Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun-tahun
sebelum adanya Peraturan Daerah mengenai penanganan gelandangan dan
pengemis. Pada tahun 2010 jumlah gelandangan dan pengemis di Kota
Yogyakarta yang terjaring adalah 897 jiwa, tahun 2011 menurun menjadi 451
jiwa, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 247 jiwa.® Akan tetapi
penurunan yang terdapat dalam data Dinas Ketertiban ini belum membuktikan
penurunan yang sesungguhnya, karena bisa jadi penurunan tersebut hanyalah
penurunan dari hasil operasi lokasi di Kota Yogyakarta, bukan dari hasil jumlah

yang benar-benar terhitung sebelum dilakukannya operasi.

Pada tahun 2014 Pemerintah D. | Yogyakarta mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, hal
itu untuk memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis tersebut.
Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk terus menjamin dan
memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-
kelompok masyarakat yang bisa dikatakan kurang beruntung ini. Peraturan
tersebut dikeluarkan sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi
landasan hukum bagi upaya-upaya untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi

sosial dan pemberdayaan.

® www.harianjogja.com, Selasa, 5 April 2016
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa:

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.'

Dari pasal diatas memberikan pengertian bahwa negara (pemerintah)
bertanggung jawab untuk melakukan suatu upaya pemberdayaan terhadap
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
dalam hal ini termasuk para penyandang masalah kesejahteraan yakni
gelandangan dan pengemis. Bentuk dari pemberdayaan tersebut meliputi
pemberian jaminan sosial sebagai wujud pemenuhan hak keperdataan terhadap

para penyandang masalah kesejahteraan tersebut.

Pemerintah DIY memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi para
gelandangan dan pengemis yang berada DIY. Dalam menangani hal tersebut
yang memiliki wewenang yaitu Dinas Sosial DIY. Para gelandangan dan
pengemis akan dibina oleh Dinas Sosial didalam panti penampungan. Dalam panti
tersebut para gelandangan dan pengemis akan diberikan jaminan sosial. Wujud

jaminan sosial ini telah termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah

"% pasal 34 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 yang diantaranya adalah peningkatan

derajat kesehatan, peningkatan pendidikan, dan bantuan sosial.

Dari berbagai permasalahan di atas dapat diketahui bahwa masalah
gelandangan dan pengemis bukan hanya persoalan penanggulangan secara
kuantitas tetapi terkait dengan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap
gelandangan dan pengemis yang harus dikedepankan oleh pemerintah DIY
sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak keperdataan setiap warga
negara oleh pemerintah tanpa terkecuali. Inilah yang melatarbelakangi peneliti
untuk melakukan penelitian tentang “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan
dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di

Dinas Sosial DIY).”

B. Rumusan Masalah
Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada gelandangan
dan pengemis di D. | Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jaminan
sosial terhadap gelandangan dan pengemis di D. | Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa

menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan. Karena tujuan



penelitian merupakan elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Maka dengan
itu tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada
gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial D.l.Yogyakarta
berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tahun 2014.

2. Untuk mengetahui penghambat dalam pemberian jaminan sosial
terhadap gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial D.l.Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian
Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan serta
diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi berbagai disiplin ilmu
yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang
didapat di bangku perkuliahan dan realita di lingkungan masyarakat.
Serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih
lanjut bagi mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi
pengambil keputusan, terutama dalam menangani permasalahan sosial
dan kemiskinan didaerahnya. Sedangkan bagi mahasiswa, penelitian

ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan



untuk menganalisis mengenai pemberian jaminan sosial terhadap
gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Melalui bukunya yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan di
Indonesia, Amien Rais'* menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia,
khususnya dalam 2,5 dasawarsa terakhir ini telah menunjukkan berbagai hasil
fisik dalam bentuk aset-aset pembangunan yang cukup signifikan. Akan tetapi,
jika dilihat lebih lanjut, maka masih banyak pula berbagai liabilities yang muncul
dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan (social cost). Baik sosial, ekonomi,
politik, dan budaya. Antara lain kemiskinan dan kesenjangan masih merajalela.
Dari pengamatan mengenai kelompok-kelompok miskin di Indonesia, maka dapat
diklasifikasikan menjadi enam kategori, diantaranya: kelompok fakir miskin
(termasuk keluarga dan anak terlantar), kelompok informal, kelompok petani dan
nelayan, kelompok pekerja pasar, kelompok Pegawai Negeri Sipil dan ABRI

(khususnya golongan bawah), dan kelompok penganggur (termasuk sarjana).

Sedangkan Parsudi Suparlan®® mendiskripsikan dengan rinci bahwa
kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia.
Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan
implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan

manusia, walaupun seringkali tidak disadari keadilannya sebagai masalah oleh

1 Amien Rais, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media,
1995), him. 49.

12 parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995),
him. x.



orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin (gelandangan dan
pengemis), kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan
mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri sebagaimana

hidup dalam kemiskinan.

Dalam skripsinya, Siti Rahayu'* menelaah mengenai pelaksanaan
assesment yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis dalam Camp
Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dialami
pekerja sosial dalam pelaksanaan assesment terhadap gelandangan dan pengemis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh
tidak berupa data statistik. Dan perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Siti
rahayu mendeskripsikan tentang penanganan di Camp Assesment, sedangkan
penyusun mendeskripsikan tentang pemberian jaminan sosial terhadap
gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota

Yogyakarta.

Dalam skripsinya, Aliyah Nur Munjiah* mengemukakan bahwa
gelandangan dan pengemis sering dijadikan satu alasan dalam sebuah
permasalahan dan penyelesaiannya, karena pekerjaan yang dilakukan oleh
gelandangan adalah sebagian menjadi pengemis, sedangkan pengemis memiliki
arti sendiri yaitu orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di

tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan

3 Siti Rahayu, “Assesment Gelandangan dan Pengemis dalam Camp Assesment Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta,” skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

' Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta Dalam Penanganan Gelandangan Pengemis,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2015.
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orang lain. Dalam penelitiannya dari data Dinas Ketertiban jumlah gelandangan di
Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelum adanya
Peraturan Daerah mengenai penangan gelandangan dan pengemis. Terdapat
perbedaan dalam penelitian Aliyah Nur Munjiah dengan penyusun, dimana dalam
penelitian Aliyah Nur Munjiah membahas mengenai bentuk penanganan terhadap
gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY, sedangkan penyusun lebih menekankan pada bentuk pemberian jaminan
sosial terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

Ketut Sudhana Astika"® dalam Jurnal llmiah Fakultas llmu Sosial dan llmu
Politik Universitas Udayana menyebutkan bahwa kebudayaan kemiskinan
merupakan satu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap
kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat
individualis berciri kapitalisme. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar
untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat berstrata
rendah, mengalami perubahan sosial yang drastis, salah satu cirinya adalah
kebudayaan kemiskinan yang membentuk orientasi sempit dari kelompoknya,
mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan kondisi setempat, lingkungan
tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau
mereka sangan sensitf terhadap perbedaan-perbedaan status. Perbedaanya

penelitian Ketut Sudhana Astika dengan penyusun yakni dalam substansinya.

% Ketut Sudhana Astika, “Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi
Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat,” Jurnal lImiah, Fakultas IImu Sosial
dan llmu Politik Universitas Udayana Vol. | No. 01, Tahun 2010, him. 23-24.

11



Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Sudhana Astika mengulas mengenai ciri-ciri
yang menjadi pemicu munculnya persoalan terhadap peyandang masalah
kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah
terkait wujud jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan

berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014,

Ryan Setia Dwi Cahya™ dalam jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang menyebutkan bahwa masyarakat senantiasa mengalami
perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tigkat perubahan itu.
Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat
menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau
hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun sifat dan tingkat
perubahan itu, masyarakat senantiasa mengalaminya. Salah satu perubahan
tersebut disebabkan oleh terjadinya modernisasi pada masyarakat. Perbedaanya
penelitian Ryan Setia Dwi Cahya dengan penyusun yakni dalam substansinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Setia Dwi Cahya mengulas mengenai faktor-
faktor yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Kediri
serta upaya pemerintahan Kota Kediri dalam menanggulangi permasalahan
tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah terkait wujud
jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan berdasarkan Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

1 Ryan Setia Dwi Cahya, “Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian
Jaminan Sosial: Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Kediri”, Jurnal lilmiah , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2015.
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F. Kerangka Teoritik
Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini. Kerangka teoritik yang
akan penyusun pakai adalah:
1. Teori Hak Asasi Manusia
Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai dan
melindungi adanya hak asasi manusia. Secara yuridis hal ini dapat kita
lihat pada konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang banyak mengatur tentang
keberadaan HAM ini. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27, 28 A
hingga 28 J, 29 (2), 30 (1), dan 33.
Penjelasan lebih lanjut peraturan tentang Hak Asasi manusia
adalah pada Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka
1 mengartikan HAM sebagai “Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum
serta perlindungan harkat martabat manusia.”*’
Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap penyandang
kesejahteraan sosial ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat

(3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Tentang Hak Asasi Manusia.
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manusia yang bermartabat”.’® Artinya, setiap orang berhak atas
jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk tumbuh
dan menjadi manusia yang baik.

Selain itu sebagai salah satu negara yang memiliki tujuan untuk
menghapuskan penjajahan di atas dunia. Indonesia juga terlibat aktif
dalam organisasi PBB dan telah menandatangani Universal
Declaration of Human Rights.

Menurut Jerome J. Shestack, istilah HAM tidak ditemukan dalam
agama-agama tradisional. Namun demikian ilmu tentang ketuhanan
(theology) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal
dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan sumbernya adalah
Tuhan (supreme being). Tentunya teori ini mengandaikan adanya
penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.*®
Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial menurut Suparlan®® adalah keadaan sejahtera
pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan
sosial, bukan hanya perbaikan serta pemberantasan keburukan sosial
tertentu saja. Jadi bisa dikatakan merupakan suatu keadaan dan

kegiatan.

'8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (3).
YAndre Sujatmoko, “Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM”, Makalah,

disampaikan pada training metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulisan desertasi, dan
pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 12-13 Maret

20009.

0 M. Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), him. 5.
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Secara umum kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi
sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan
hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian,
pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan. Sedangkan
kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:** Pertama,
fungsi penyembuhan dan pemulihan. Fungsi penyembuhan dapat
bersifat represif artinya menekan agar problem sosial yang timbul
tidak makin parah dan tidak menjalar. Fungsi pemulihan (rehabilitatif)
terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas
kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi
penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-
hambatan atau masalah sosial yang ada. Kedua, fungsi pencegahan.
Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan
samapi timbul masalah baru, juga langkah-langkah untuk memelihara
fungsionalitas seseorang maupun masyarakat. Ketiga, fungsi
pengembangan (promotif, developmental). Untuk mengembangkan
kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan
fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.
Keempat, fungsi penunjang. Fungsi ini menopang usaha-usaha lain
agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat
memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang

kesehatan, pendidikan, pertanian, kependudukan, keluarga berencana

2! Sumarno Nugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Hanindita,
1991), him. 43.
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dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan pengertian pemberdayaan
sosial yang termaktub dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa “Semua upaya yang diarahkan
untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”*?
3. Teori Perlindungan Hukum
Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan
Tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan,
hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Dalam
merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasanya
adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip
perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada Pancasila. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.?®
Maksudnya, bahwa setiap gelandangan dan pengemis berhak untuk
dilindungi oleh negara dalam hal pemenuhan hak keperdataannya,
dalam hal ini adalah pemberian jaminan sosial.
Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum
adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (10).
% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
llmu, 1987), him.38.
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kepentingannya tersebut.** Selanjutnya Setiono mengungkapkan
bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleg
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.®
4. Teori Perlindungan Sosial

Asian Development Bank (ABD) menjelaskan bahwa perlindungan
sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program
yang dirancang untuk menurunkan kemiskinandan kerentanan melalui
upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam
melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan, tidak
berarti bahwa perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari
kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial
tidak termasuk upaya penurunan resiko. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
istilah jaminan sosial seringkali digunakan sebagai alternatif istilah
perlindungan sosial, akan tetapi istilah yang lebih sering digunakan di
dunia internasional adalah perlindungan sosial. ABD membagi
perlindungan sosial ke dalam lima elemen, diantaranya: pasar tenaga
kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan area-based

untuk perlindungan bagi komunitas setempat, dan perlindungan anak.

% Soetjipto Raharjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), him.
121.

% Setiono, Rule of law “Supremasi dan Kepastian Hukum”, (Surakarta: Magister llmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), him. 3.
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Interpretasi yang sedikit berbeda diberikan oleh Hans Gsager dari
German Development Institute, ia berpendapat bahwa sistem
perlindungan sosial dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan
situasi darurat ataupun kemungkinan terjadinya keadaan darurat.
Gsager mengelompokkan jenis perlindungan sosial berdasarkan
pelaksana pelayanan, yakni pemerintah, pemerintah bersama dengan
lembaga non-pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok
masyarakat.

Menurut Barrientos dan Shepherd, perlindungan sosial secara
tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial,
lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman
sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai kumpulan
upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi
kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

Seperti halnya teori perlindungan sosial, terdapat pula berbagai
macam interpretasi jaminan sosial. Michael von Hauff dalam “The
Relevance of Social Security for Economic Development” mengutip
kesepakatan dari the World Summit for Social Development di
Kopenghagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan
komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam
upaya menanggulangi kemiskinan. Selain untuk penanggulangan

kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi
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individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin
memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri.

Barrietos dan Shepherd menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih
sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya
dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan
program kesejahteraan yang lebih bersifat “statutory schemes”.
Adapun bentuk jaminan sosial yang sudah diselenggarakan adalah
asuransi  sosial yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi
kesejahteraan sosial, tabungan pensiun, jaminan sosial tenaga kerja,
kebijakan ketenagakerjaan dan sebagainya.

5. Teori Al-Magasid As-Syari’ah

Secara bahasa al-maqasid as-syari’ah terdiri dari dua kata yakni
al-maqgasid dan as-asyari’ah. A-Maqasid berarti kesengajaan atau
tujuan, magasyid merupakan bentuk jamak dari magsud yang berasal
dari kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan.
Maqgashid berarti hal-hal yang dikehandaki atau dimaksudkan.
Sedangkan as- syari’ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air,
jalan menuju sumber air dapat juga diartikan jalan menuju sumber
kehidupan.®

Ulama yang melihat al-magasid as-syari’ah dengan cara double
vision correlation adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pandangannya

membangun al-wujud adalah dasar, sedangkan menjaga al-adam

% Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, cet. 14, (Surabaya:
Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hal. 712.
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merupakan pelengkap. Sisi pertama adalah tujuan utama, sedangkan
sisi kedua adalah tujuan pelengkap. Tujuan hukum Islam menurut
Hasbi As-Shiddieqy adalah mencegah kerusakan dari dunia manusia
dan mendatangkan kemaslahatan pada mereka, mengendalikan dunia
dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan
yang harus dilalui di hadapan manusia.

Pemahaman al-magasid as-syari’ah mengambil porsi yang cukup
besar, dalam karya As-Asyatibi (dalam Al-Muwafagat) ia menjelaskan
bahwa tidak ada satu pun hukum Allah SWT dalam pandangan As-
Asyatibi, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan
membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, sesuatu yang
tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan. Kemaslahatan sebagai
substansi al-maqasid as-syari’ah dapat terealisasikan apabila lima
unsur pokok dapat diwujudkan dan dapat dipelihara. As-Syatibi
merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: agama, jiwa, keturunan,
harta dan akal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan
yuridis-empiris, yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis-
empiris. Maksud dari penelitian ini yakni bahwa dalam menganilis

permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder dengan
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data-data primer atau yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini akan
dikombinasikan bagaiamana seharusnya jaminan sosial yang diatur
dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 secara yuridis dengan fakta
dilapangan atau penerapan dari isi dan amanah Perda DIY secara
empiris.
2. Lokasi Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai
dengan masalah yang diangkat maka penyusun mengambil lokasi
penelitian di Dinas Sosial D.1.Yogyakarta.?’
3. Jenis Data
Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau
keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu
informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan
dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan
berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan
yang diangkat. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari
sumber pertama dilapangan yang meliputi data yang diberikan oleh

Dinas Sosial D.l.Yogyakarta.

%7 Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
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b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari keterangan fakta-fakta
yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen
berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia.
3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial.
4) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun

2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Sosial DIY.
b. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian,
hasil penelitian dalam bentuk laporan dan lain sebagainya.

. Teknik Pengumpulan Data
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Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan

data sebaai berikut:

a. Wawancara / interview
Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi yang objektif maka
penyusun akan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta,
serta akademisi yang berkompeten dalam penelitian ini, dalam hal
ini adalah akademisi dibidang perdata dan sosiologi.

b. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan
mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan
bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.?®

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini menjelaskan sub
pembahasan diantaranya: latar belakang, rumusan masalah. tujuan penelitian,
manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Dalam bab ini menjelaskan mengenai

tinjauan umum mengenai gelandangan dan pengemis, Faktor penyebab

%8 5. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), him. 165.
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munculnya gelandangan dan pengemis, tinjauan umum mengenai jaminan sosial

di Indonesia.

Bab ketiga adalah profil. Pada bab ini menjelaskan mengenai profil umum
Dinas Sosial D.l.Yogyakarta dan upaya penanganan terhadap gelandangan dan

pengemis dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian. Di dalam bab ini akan
diuraikan mengenai analisis bentuk-bentuk pemberian jaminan sosial terhadap
gelandangan dan pengemis. Penyusun juga akan membahas al-magashid as-
syari’ah sebagai bentuk ikhtiar keilmuan penyusun dalam mengaplikasikan
integrasi dan interkoneksi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam
hal ini Jaminan Sosial terhadap gelandangan dalam pengemis di integrasikan
dengan konsep al-magashid as-syari’ah serta faktor pendukung dan penghambat

dalam pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian
terakhir dari penulisan hukum yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial DIY memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para
gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di
jalanan sebagai upaya koersif. Program jaminan sosial yang diberikan
kepada mereka di dalam RPS sebagai upaya preventif diantaranya, seperti:
jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan. Program-
program yang digiatkan oleh Dinas Sosial DIY dalam menangani
gelandangan dan pengemis sejauh ini telah mengalami penurunan artinya
hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Sosial DIY dalam mengurangi
gelandangan dan pengemis secara kuantitas karena tidak banyak
bermunculan gelandangan dan pengemis baru atau kembalinya
gelandangan dan pengemis yang sudah sempat terkena razia sebelumnya.
Selain menunjukkan keberhasilannya secara kuantitas, program pemberian
jaminan sosial bagi gelandangan dan pengemis menunjukkan adanya
pemenuhan secara konkrit hak jaminan sosial terhadap gelandangan dan
pengemis yang harus tetap diperhatikan oleh Pemerintahan DIY sebagai
bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak keperdataan setiap warga
negara tanpa terkecuali. Pemberian jaminan sosial bagi gelandangan dan
pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY tidak terlepas dari nilai-
nilai yang terkandung dalam konsep al-maqashid as-syari’ah seperti,

pemberian jaminan kesehatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan
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terhadap jiwa bagi setiap masyarakat terutama bagi gelandangan dan
pengemis yang memilika hak yang sama seperti masyarakat pada
umumnya.

Dalam pemberian jaminan sosial tersebut Dinas Sosial DIY mengalami
beberapa pendukung dan hambatan

1) Faktor Pendukung

a. Bantuan Pemerintahan Pusat

b. Peran Serta Masyarakat

c. Koordinasi dengan Dinas Terkait

2) Faktor Penghambat

a. Saat melakukan razia atau penertiban terhadap gelandangan dan
pengemis terdapat beberapa yang melakukan penolakan atau
melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh petugas Satpol PP.

b. Kapasitas RPS yang sudah overload, sehingga tidak mampu
menampung jumlah gelandangan dan pengemis hasil razia petugas
Satpol PP.

c. Sarana dan prasarana RPS yang kurang memadai dan kurang begitu
maksimal sehingga berakibat pada pelayanan yang baik juga
kepada gelandangan dan pengemis yang ditampung di RPS.

d. Koordinasi antara Dinsos DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
kurang begitu maksimal sehingga banyak program yang sudah

dicanangkan oleh Dinsos DI1Y tidak terlaksana secara maksimal.
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B. Saran

1.

Rumah Perlindungan Sosial

Dari segi kelayakan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sebaiknya
dilakukan renovasi, baik sarana dan prasarana seperti pembangunan
gedung,perbaikan fasiltas.jumlah perawat dalam rangka perbaikan
kualitas penyaluran program Dinsos DIY bagi gelandangan dan
pengemis.

Dinas Sosial DIY dan Pemerintah Daerah

Pembagian kewenangan dalam rangka penanganan gelandangan dan
pengemis diperjelas, sejauh ini koordinasi antara Dinsos DIY dengan
Pemerintah Kabupaten/kota berjalan kurang begitu maksimal karena
sebenarnya ditingkat kabupaten/kota juga mempunyai bidang yang
khusus yang menagani bidang sosial tetapi tidak berjalan sebagaimana
mestinya, sehingga kewenangan dalam pemberian jaminan sosial bagi
gelandangan dan pengemis selama ini hanya berada dipundak Dinsos
DIY.

Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penanganan
gelandangan dan pengemis secara maksimal. Hal ini bisa salah satunya
bisa dilakukan dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada
gelandangan dan pengemis dijalanan, dengan memberikan uang
kepada gelandangan dan pengemis secara langsung sama halnya

dengan membiarkan gelandangan dan pengemis tetap menjamur
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dijalanan. Masyarakat juga bisa membuat Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS) yang sudah mendapat izin operasional dari satuan kerja
perangkat daerah yang menangani bidang perizinan sebagai upaya

dalam membantu kinerja Dinsos DIY.
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